Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id SALINAN

PUTUSAN
Nomor 2438/Pdt.G/2024/PA.Kbm

".:’-JJ\&B‘JJ\AMM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan

secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 04 Agustus 1988, agama Islam,

Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, tempat kediaman di Dukuh Candi RT 006/RW 003,
Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Fardian
Muttaqin SH, Advokat yang berkantor di Perum Pejagoan
Indah, JI. Gelora Blok B No. 12 - 13 Pejagoan, Kecamatan
Pejagoan, Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 18 November 2024, sebagai Penggugat;
melawan;

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 02 Oktober 1992, agama Islam,

Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Adisana
RTO08/RWO002 Xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November

2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2438/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal

18 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugatdan Tergugatadalah suami istri yang telah
melangsungkan perkawinannya pada tanggal 03 Februari 2016 di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah,
Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: XXxxx.
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PUiUS BRI KBTERARY HEhiEH] Penggugatdan Tergugathidup bersama secara
bergantian terkadang di rumah orang tua Penggugatdi Dukuh Candi RT

006/RW 003, Xxxxx, terkadang bersama orang tua Tergugatdi Dukuh
Adisana RTO08/RWO002 Xxxxx, terakhir Penggugatdan Tergugathidup
bersamadi Dukuh Candi RT 006/RW 003, XXXXX.

3. Bahwa Penggugatdan Tergugattelah melakukan hubungan layaknya suami
istrilba’da dukhul) dantelah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxXx,
Perempuan, lahir di Kebumen, 22 November 2016.

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugatdan
Tergugatnampak rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari
2017 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus
menerus dikarenakan Penggugattidak pernah diberi nafkah lahir oleh
Tergugatsehubungan dengan Tergugattidak memiliki pekerjaan tetap.

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan secara terus menerusantara
Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan April 2018 dengan
permasalahan yang sama, sejak itu pula Tergugattidak pernah datang lagi
ke rumah orangtua Penggugatdi Dukuh Candi RT 006/RW 003, XXXXX.

6. Bahwa pada awal bulan April 2019 Penggugat berangkat menjadi TKW di
Hongkong;

7. Bahwa sebelum Penggugatberangkat ke Hongkong antara Penggugatdan
Tergugat telahberpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya.

8. Bahwa sejak Penggugatbekerja di Hongkong antara Penggugatdan
Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.

9. Bahwa antara Penggugatdan Tergugattelahterjadi pertengkaran dan
perselisihan secara terus-menerus selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan
lamanya;

10. Bahwa antara Penggugatdan Tergugattelah berpisah tempat tinggal
selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan lamanya.

11. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan
mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai

berikut ;

Primer :
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PUfUS feRdbtARAN §ugHEtard pefberaiandari Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro TergugatTergugat kepada Penggugat

Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
Atau

Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :
A. Surat :

a. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor
400.10.2.2/579 tertanggal 18-11-2024, yangdikeluarkan oleh Kepala
Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, bermeterai
cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi
tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0106/17/11/2016 tertanggal 4
Februari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah,
bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai
dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda
P.2;

B. Saksi:

Putusan Nomor 2438/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan SIFRAKTE" BIRSUPRAR, @mur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh
Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Candi Rt 06 Rw 03 Desa

Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah di
bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah Ayah Penggugat;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah
bersama di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
Jawa Tengabh;

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis, namun sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat
mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering
berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat
dan Tergugat;

- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena
Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kebutuhan
rumah tangga tidak dapat terpenuhi;

- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana
Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat
tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara
musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah
bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik
bercerai saja;
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putusan RppEd AR DFC KXhmad Zakaria, umur 41 tahun, Agama lIslam,
Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Candi Rt 010 Rw 003

Xxxxx di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah bersama;

- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang
anak;

- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak tahun 7 (tujuh) tahun rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering
bertengkar dan berselisihan yang terus-menerus bahkan saat ini
sudah berpisah rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan April 2018, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah
bersatu lagi;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat
dan Tergugat;

- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab
masalah nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari tidak dapat tercukupi;

- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak dapat dipertahankan, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang
pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan
tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar
perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;
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putusan.mahkamahagung.@SERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan
patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi
Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat,

hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah
menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara
baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap

berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat
bertempat tinggal di Dukuh Candi RT 006/RW 003, Xxxxx, wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal
73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya
telah dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2016 menurut hukum Islam, oleh
karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49

ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
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PUAgafiaMsEbsRyRRNAN 18189 -tlubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah
bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan
Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena
karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah sehingga
kebutuhan sehari-hari tidak dapat tercukupi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi
yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian

pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti
otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang
dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di
depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah

memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat
tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2016;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama kadang di
rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang
anak;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 tahun 8
bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang
bertanggung jawab masalah nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari tidak
dapat tercukupi;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan
atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang
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PYLHS ashlitey bRreBagiand dhidelevan dengan pokok perkara, oleh karena itu

telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi
syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR,
maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat

tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2016;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama kadang di
rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang
anak;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 tahun 8
bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang
bertanggung jawab masalah nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari tidak
dapat tercukupi;

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka
dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak

melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai
suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan
perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Putusan Nomor 2438/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkangdfigshgC-Bhhwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan

perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan
ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

Al m W) agle 3l Lga g J A gl due ) o 20 203N 3 )

Artinya: “Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan
talak suami terhadap istrinya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut
hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga
Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang
berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan
patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 253000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 05 Desember
2024 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 H oleh Drs. Khotibul

Umam sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, S.H., M.S.l. dan H. Masrukhin, S.H.,
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PUHAGD MASIKE ARG §8pibai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui

Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2024 M
bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 H. oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda Dwi
Hapsari, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara Elektronik

oleh Penggugat dan secara Hybrid oleh Tergugat;

Hakim Ketua
ttd
Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. Muslim, S.H., M.S.1. H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti
Ttd
Linda Dwi Hapsari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses . Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 68.000,00
Biaya Redaksi . Rp 10.000,00
Biaya Meterai . Rp 10.000,00
Biaya Sumpah . Rp 50.000,00

Jumlah : Rp  253.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.
Keterangan:
Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal ............cccc........
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